
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUCI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA

NOMOR 2 TAHUN 20 17

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,
Menimbang a bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang

hilang atau berkurang guna memulihkar L.ra.,g"i
dacrah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur sultu
tata cara penyelesaian kerugian daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 144
Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang
Pengelotaan Keu?ngan Daerah jo pasa.l 99 peratur;
Pemerintah Nomor 27 Tahun 20I4 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, setiap kerugian daerah
yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kela]aial seseorang harus diselesaikal melalui Tuntutan
Perbendalraraa-n dar Tuntutan Ganti Rugi Keuangar
dan Baiang Daerah;

l*1. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud datam huruf a dan huruf b, perlu men"e tapkanPeraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan
Perbendaharaan darl Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
darl Barang Daerah;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembcntukar Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesj(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tcnrang
Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dart Bebas oariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran NeBara
Republik Indonesia Talun 1999 Nomor 75, fambian
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3gS l );

b

c.

l.

2.

Mengingat
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3. Undang-Undarrg Nomor 3l Tahun lg99 tenranppemberantasan Tindak pidana xorup"t 
- 
i"_iJ"iNegara Republik Indonesia Tahun t99S il-;;-l;;:

lT_l*"" l€mbaran Negara Repubtik f"ao.,""iu rvo_J.3874) sebagaimana telah diubah a""g"" 
-'U.a""ll

Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 (k-;".^" N;;;;""Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, i._0";;;
l,embaran Negara Republik Indonesia f,fomor A fSOl,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (l,embal-an N"g"r" R";r;;;Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, fambJan L.-U*."
Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor lS Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan pengelolaan dan Tr.gg""g 
';;.;

I":*tu" Negara (lembaran wegara nepuitit"t"d";"J;
Tahun- 2O04 Nomor 66, Tarnbahar f-"rnU"rrrr N.g;]Republik Indonesia Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 12 Taiun 2Ol1 tentangPembentukan peraturan
(Icmbaran *"g",."' ;;;;;;,".::XfT:r:X'T5?l
Nomor 82, Tambahan Lembaran f.r.g_. n"priflilndonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Iembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan L.-b..";;";;;;
Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara R";";i;;
Indonesia Talun 2014 Nomor 224, famUatran f.-U".""
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) ".b.g.i;;;;l:,T O,:!* beberapa kali, terakhir a..,g.., inJ".,g
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOro ,.ni..,*Pemerintahan Daerai (Lembaran Negara R"p;;i;;
lndonesia Tahun 2O1S Nomor 5g, Tambahan LemUa.an
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan pcmcrintah Nomor Sg Tahun 2OO5 tentangPengelolaan Keuangan Oa..af, 1Le_Uaral Neg;I
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, fambaian
l,embaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 457gl;

. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedomar pembinaan Dan pengawasar pemerintahai
Daera} (kmbaran Negara Republik I.,ao.,""iu fniun
2005 Nomor l65, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4S93);

9
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian lntem Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahal Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51531;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 teniang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embarar.r
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
ss33);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
sebagaimala telah di ubah dengan peraturan presiden
Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas peraturan presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 20IO tentang pengadaan
Baiang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1SS);

15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan (.ian1r
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ter-\tarlq Pedoman pengelolaai Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terat<hir
dengan Peraturar Menteri Dalam ilegeri ilomor z1
Tahun 2oll tentang perubaian Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun 2006 (enrans
Pedoma:r Pengetolaan Keuangan Daerai;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20i5
tentang Pembentukar produk Hukum Daerah;
Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun _2Otfr
tentang Pedoman pengelolaan Barang Milrk Drer:r)r:

t7

I8

r9 lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang T";;;;P.embendaharaan dan Tlrntutan Oanti nul K;;;;;dan Barang Daerai;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 21Tahun 2O1O tentang petunjuk pelalsalaan peraturan
Peme.intah Nomor 53 Tahun 20 lO tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

20
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)t

Peraturan Daerah Kabupaten Tana ToraJa
Tahun 2016 tentarlg pembentukan dan
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG TATA CARATUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN G;iliRUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH,

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja \orir( r lTahun 2008 rentang pokok pokok I).ng( i()iii:rn
Keuangan Daerah,

Nomor IO
Su su nan

22

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal I
Dal€m peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adala}l penyelenggaraan urusan pemenntahanoleh pemerintah Daerah dan D;no ;;fi;;:; #;;, dan rugasPembartuan dcngan prinsip otonomi seluas_lu""r,y" jJ-"_ 

srstem danprinsip Nesara Ke'atuan Republik r"d.;"J;'G;;;a dimaksud
- 1',* undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1g45.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana fo...;. 

""J.g., ,_,.,"r.penyelenggara pemerinhli
uru san peme rin tah"" r.", il"i;','il-Jff_.T:T:H,:,J:*"* ;

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabup:rtcn Tan:\ lirr.rjl,r lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Tana Torala.7. Inspektur adalai Inspektur Kabupaten Tana Toraja.
8. Perangkat Daerai adalahperwak,an *",r",*;;:*""T.,Ijlo?,Ir.,:::il.ff" J;:::pemerintahar yang menjadi kewenangan daeialr.
9. Tuntutar perbendaharaan selanjutnya disingkat Tp, adatah suatu tataca-ra perhitunsan terhadan 

. 

g.rd";"r"*"o] ;n 
'l]]}*;"r*^"*.'

terdapat kckurangan o..u..,arr,.r"rr,-a"o1.o,"if 
"llii.,."*"" r"r*bergangkutan diharuskan mengganti kerugian.

lO. TP Biasa adala}r Tp terhadap hasil pcrhitungan yang dibenkar olehBendaiarawar yang tidak dapat disahkan pertanggunEiawabannya.

" ):tY" canti Rusi selarjutnya TCR, adalah suaru proses lunrrrrariterhadap pegawar/orane dalam t".ru.rut"nnr" i,,,i.,, \^{, rq.,IJcndahara*.a.. dengan ,urrrn. -.n,,-n,J;'-;:;;_";;i:l ,,. . ,drsebabkan oleh perbuatanr
kewajibarnya atau tidak 

lya melanggar hukum dan/atau mclalatkatr

mestinya sehinssa .* ":H"ffiilJHlliltoii i:il:::Daerah menderita kerugian.



12. T\rntutan Perbendaiaraan dan Tuntutan Galti Rugi selaijutnya
disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melatui TP dan TGR
bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yarlg
merugikan keuangan dan barang Daerah.

13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang
disebabkarr oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian
Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendalarawan dan/atau
disebabkar suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan
marusia (force majeure).

14. Keuangan Daera-h ada.lah semua hak darl kewajiban daerai Kabupaten
Bima dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerai yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, daiam
kerangka Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah.

15. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang
dimiliki maupun dikuasai yarlg berwujud, baik yarrg bergerak maupun
tidak bergerak beserta bagiar-bagiannya ataupun yang merupakan
satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk
hewan dal tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga
lainnya.

16. Kekurangan Perbendaharaan adalah setisih kurang antara saldo Buku
Kas dengan sa.ldo Kas atau selisih kurang antara Buku persediaarr
Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam
gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

17. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menenma,
menyimpan dan membayar atau menyerahkai uang Daerah, surat-
surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab
kepada Bupati.

18. Pegawai adalah mereka yang setetah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yarrg berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undaagan yang berlaku,
meliputi; a. Pegawai Daerah;

b. pegawai negeri/pegawai daerah yang
diperbartukar/ dipekerjakan;

c. Pegawa.i Perusalaan Daerah;

d. Pekerja Daerah.

19. Ahli Waris adalah orang yang menggzrntikan
kedudukalnya terhadap warisan, hak,
bertanggungiawab untuk seluruhnya atau sebagian.

dalam
dal

pewans
kewajiban
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20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karcna keu'crtatrganrrtrr

dapat memberikan keterangan/menyatakan sesualLl hal ataLl l)'r'i'ti\ I

sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungiawa bkar1

21. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan,

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat

Kabupaten.

22. Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan

yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio apabila

Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri
atau tiba-tiba harus berada di bawah pengallpunan dan/atau apabila
Bendaharawan yaJrg bersangkutan tidak mcmbuat
pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsrlngn\a
namun sampai batas waktu yang diberikan bcrakhir lang
bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannva darr
pertan ggungiawabannya.

23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proscs TP
untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal
dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

24. Pembebaran adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus
dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan
kerugian Negara.

25. Banding ada-lah upaya Pegawai/Orang mencari keadilan ketingkat yang
lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pega*ai
yalg melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaial berd:,rsarkan
ketentuan yang belaku.

27. "fidak Layal< adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutar)
dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non
fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat
pernyataan pertaJrggundawaban Pegawai untuk mengembalikan
kerugian daerah, disertai jaminal yang nilainya sama dengan nilai
kerugian daerah, Berita Acara serah terima jaminal dan surat kuasa
menjual.

29. Majelis Pertimbangan Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganri
Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan/atau
Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan olch Bupati dalarn ranqka
penyelesaian kerugian daerah.

30. Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan ptrtrenclalr;,rra:rrr rlar.
Tllntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkar Sckrctari:rl a(lalall
para pejabat dar/atau Pegawai yalg ditunjuk dan ditctapkan olch
Bupati untuk membartu Majelis datam ralgka penyelesaian kemgian
daerah.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, bertaku bagi Bendaharawar atau pega\i,,ai / Orang
bukan Bendaharawan baik tangsung atau tidak langsung merugikan
Daerah yang berada pada :

a. Seluruh Perangkat Daerah/ Iemb"ga/ Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik/ dall perangkat kecamatar di Lingkungan pemerintah Daerah;

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III
INFOMASI, PEI,APORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3
(1) Informasi mengenai adanya kekuralgan perbendaharaan yang

mengakibatkan kerugiai Daerah berasal dari berbagdi sumber, antara
lain :

a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasar fungsional;
b. Hasil pengawasan melekat/pengendalian internal yang

dilaksanakan oleh Atasan l,angsung;
c. Hasil Verifikasi Bagian Keuangan atau pejabat yang diberika!

kewenangan melakukan verifrkasi.
d. Inlormasi dari media massa dan media elektonik.
e. Pengaduan masyarakat.

(2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah
dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena
sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikai kewajiban atautidal< melaksalakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga
mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada
Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari seteiah mengetahui
adanya kejadiar, dan apabila tidak melaporkan paling lambat satu
minggu sejak diketahui dialggap telah lalai melal..anJarl tugas dan
kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenaJ<aa tindakan hukuman
disiplin.

(3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)- dan ayat (2), menugaskan pengawas Fungsional/Inspektorat
Kabupaten untul< meLakukan pemeriksaan teihadap kebenaran
laporan dan melakukan tindal<arr dalam rangka p"rg^-"r,_ -.rpr.upaya pengembalian Kerugian Daerah sesua.i ketentuan peraturan
Bupati ini.

(4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimal<sud pada ayat (3),
temyata terdapat kerugian daerah, pengawas Fungsional / Inspektorat
Kabupaten menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada
Bupati dan ditinda-klanjuti oleh Majelis.
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BAB IV

PEIIIYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaial Tuntutan Perbendalaraan

Pasal 4

TP diselesaikan dengan cara Upaya Damai, Tp Biasa, Tp Khusus dan
Pencatatan.

Pa-ragrai 1

Upaya Damai

Pasal 5

(1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin ditakukan
dengan upaya damai oleh bendaha_rawar/ahli waris baik secara
sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Penyelesaian kerugian daera_h secara angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun
sejak ditaridatargani Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak
(SKTJM) dan harus disertai jaminan bararg yang nilainya lebih besar
atau nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang hams
dipertan ggund awabkan.

(3) Penyelesaian dengal cara angsuran sebagaimala dimaksud pada ayat
(2), apabila mela.lui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi
dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Keterangan
pemilikan yang eah dan harus dilengkapi Surat Kuaaa menjual.

(4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukar oleh Inspektorat Kabupaten;

(5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melal<sanal<an pembayaran
angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2), maka
barang jaminan pembayarai angsurar dapat dijual oleh Majelis sesuai
dengan peraturan perundang-undangal yang berlalu.

(6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud
ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan
dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan
dikembalikan kepada Bendaharawan yang berangkutan.

(7) Keputusan TP (eksekusi) dikeluarkan oleh Bupati yang petaksanaan
sebagaimana dimaksud dala$ ayat (3), ayat (S) dan 

"y"i1q, 
ait^t.t un

oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.



Paragraf 2

T\rntutan pcrbendaharaan Biasa

Pasa.l 6
(1) Bcndaharawan bcrtanggungiawab atas kekurangan perbendaiaraanyanS. terjadi dalam pengurusannya, kecuali up"bit. i, drpr,mcnbcrikan pembuktian bahwa ia b.b." d";'k;;ahan ataul(elAlaian ataa kck\rmtrgan pcrbcndaharaan tersebut.
(2) Apabila dafsm pemeriksaarr yang dilakukan oleh pengawas prrngsionat

l::T+p Bcndaharawan, terbukti kekura.,g..,'p";b1.,.,a.1r"r"".,
dilakukan oleh beberapa pegawai arau atasan lairgsu;, iata kepadayang bersangkutan dikenakan tanggungiawab ..i 

"r,r""""ru, 0".,*..,bobot keterlibatan dan tanggunjaw.U.,y., ,^,"i 
"il",.,r, 

,.r,kelotria't atau kcsa.lahannya.

Passl 7
(1) Apabila usaha untuk mcndapa.tka:: penggsntian kerugian melaluiupaya dqhri scbagaimara dimaksud d"t; ;"; i',i[i *.n.",,,progca. tuntutan perbendaharaan dimulai l.;;; suatupeaberitshuan tcrhris dari_ Majelis kepada e..,arfr-u?l*"r, y"r,gbcnslgkutan palins lrrnbat.z (hrjuh) hari *rJ ,"lf 

'L.*"gn 
rrr.

lH*H-. **saikan kerugiar' -"r",;i;;j;'i#ui, a".,g.n

a. Idcntitas pclaku;

O 
-r.'"-9 kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh DaeraiFng harus rligang;

,9-

c. Sebab-ecbab scrta alasan penuntutan dilakukan;
d Tengang walfir 14 (empat 

-beras) hari yang diberikan untukmcnAajuken kebcraten/pcmbelaan diri.
(2) Apabila Bentlaharawan tideJ< mengajukan keberatarr/ pembelaan dirisampai dengan batae wakh

atau. t ho .""*d-' ffir*.,,ff 
,H o1o.L;1., 

J::l"Tl;:;meabulrtiken bahwa ia bel
K.tu" M"j"u" ;;;;oI.;ff"ffi;":H daritesarahan/kerararan,

(g) gcrdasarkan aurat KeputuEan pembcbanan tersebul pada avar (2).bagi Bendaharawan yans tclah _.r,g..;url i.il.lrlruilr,r,,. 
"u.,tetapi Kcrua Majelis tetaD ue.p.r,aa'p"r b"L;;;;' u..""ngkut"nsa.lah/talai dan dengan jemikao tetap ;;;#;:";nssanrrankekurangan pcrhendaharaan k p.d;r;,"' ;"11'Ji, I."*..i,*permohonan banding kepad^a Bupati Belambat ,llll..r. ao ,u*"

i**,ff"* ditcrima surat Kep;;;;;J,iloreh yans
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Pasal 8

(1) Keputusan Majelis mengenai Pembebanan kekurangan
perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum un tuk pelak san ;ran nva
dapat dilakukar dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan
dengan cara niengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun
sejak ditandatangaai SKIJM.

(2) Keputusar pcmbebanan sebagaimana dima_ksud pada ayat {1), tetap
dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik barrding.

(3) Keputusan dngkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat
keputusan Majclis, menguralgi besarnya jumlah kemgian atau
memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibavar oleh
Bcndaharawan.

Paragraf 3

TLrntutan Perbendaharaan Khusus
pasal g

Apabila seorang Bendaharawar meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawal pengampunarl atau Lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3(tiga) kafi berturut-turut bclum menyampaikan perhitungan, mala pada
kesempatan pcrtana Atasan l€ngsung melakukan tindakt pengamanan
untuk menjamin kcpcntingar Daeralt, terdiri atas :

a. Buku I(as dan semua Buku Bendaharawaa diberi garis penutup;
b. Semua uang,i surat dan barang berha.rga, surat_surat bukti maupunbrrku-buku diaimpan /dimasukan dalam lemar:i besi dan drsegel.Khusus untuk Bendaharawaa Barang, dilakukan p"r,y"g"lal, rerhadapgudang dan/atau tempat penyimpan"., b....,g_b...r,a-rur,* .,r"ll.,un,tanggung jawab Bendahar.awan;

c. Tindakan-tindalar tersebut di atas harus ditr-rangkan dalam BcntirAcara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia drsaksikan .rch ahrrwaris, bagi yang mer,arikan diri disa.ksikan or.r, r"rr.rg" i..dekar .ranbagi bendaharawan yalg berada di bawatr p..rgurno;;.,- o,saksikanoleh pengsmpu (kurator) serta pejabat pemerintalrD^J."r, 
".,.-0.,.

Pasal 1O

(l) Atas dasar laporan Ataser Langsung, Bupati menunjuk pegawar atassaran Majelis penirnbangan yang ditugaskar untui memburtpernrtungan ex officio,
(2) Hasil perhitungen ex officio satu eksemplar drbenkan kcpadapengampu, a.hli waris, keluarga terdekat atau Bendahara$.an la]lg

:jd*.:.nembuat perhitungan. dar aufam uatas *Jtu'1i'1",i0., 0",""1hari diberi kesempatan untuk mengajukan k.b.."t"r,. 
,
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(3) Biaya pembuatan Perhitungan ex ofltcio dibebankan kepada ''"ang

bersalgkutan atau ahli waris atau pengarnpu atau keluarge terdekat

atau bcndaharawan.

(4) Besarnya biaya pcmbuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh

Ketua Majelis ata" "*" ""o;:.", , ,

Tata cara Tuntutan Perbcndaharaan Khusus yang dipertan ggu n gia\\'a bka n

kepada ahli waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, kcluarga
terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri dan pengampu bagi l ang
di bawah pcrwa-lial atau Bendaharawan yang tidal( membuat perhitungan,
apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan
sebagaimala diatur dalam tuntutan perbendaharaal biasa.

(1) TP yang belum selesai ditaksanakan karena Bendaharawan meninqgal
dunia atau meLarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dirnjnrakan
pertanggun$awabafl, maka Ketua Majelis menerbirkan kepLrrrrsan
tentartg pcncatatsr.

(2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan pencatatan, kasus
bersalgl<utan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

(3) Pencatatan bagi Bendaharawan yang melarikan diri sewaktu,waktu
dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahlr
warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang
bersangkutsn dapat diminta.karl pertanggungjawabannya.

Bagian Kedua
penyelesaian Tuntutan Ganti Rugl

Pasal 13

Penyelesaian T\.rntutan Ganti Rugi dapat dilal<sanakan dengan cara UpavaDamai dan/atau Tuntutan Ganti RugiBiasa a"., p.n.at t"rll
Paragral 1

Upaya Damai

Pasal 14
(1) Penyelesaian Kerugia:r Dabrah sedapat mungkin dilakukan dengalupaya damai oleh pegawai/ora,g ahli waris"sek**"..i,,,"",, .o,algsuran.

(2) Dalam keadean terpaksa yang-bersangkutan dapat melakukan dergancara angauran paling tambat_ 2 (dua) tahun 
"..;.t aioniJ',""grrr,rrr,"

l^I1I*:r""a"" Tanggung Jawab Muddk rSKTJN,tr rtan har,. ..,.r,.ru_,3amrnal barang yang nila.inya lebih besar u,u, ,".lllo a'",rg"u ,r,llkerugian daerai.

Paraga-f 4

Pencatatan

Pasal 12
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(3) Pcnyelcsaian dcngan angsuran sebagaimara dimaksud pada ayat (2),

apabil,a melalui pcmotongan gBji/penghasilan harus dilengkapi dengan
Surat Kuasa dan Jaminan BaraJrg serta Surat Kuasa Pemilikan yang
sah scrta dilcngkapi surat kuasa menjual.

(4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ayat
(2) dan ayat (3), dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

(5) Apabila Pcgawai/Orang tidak dapat melaksanakal pembayaran
angsuran dalan jangka wa-ktu yang ditetapkan dalam Surat
Keterargan Tanggung Jawab Mutlal< sebagaimara dimaksud a\'at (2),

maka barang jarninan pembayaran angsuran dapat dijual olch Majels
sesuai dengan pcraturar perundang-undangan yarlg berlaku.

(6) Apabita trrdapat kckurangan dari hasil penjualan barang dirnaksud
ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai/Orang yang bersangkutan
dan apabila tcrdapa.t kelebihan dari penjualar barang tersebut akan
dikembalikan kepada pegawai/orang bersangkutan.

(7) PelaksarEslr Kcputusan TGR (eksckusi) sebagaimara dimaksud pada
ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk
oleh Bupati.

Paragra-f 2

Tuntutsjr Ganti Rugi Biasa

Pasal 15

Apabila penyelesaian kerugian melalui upaya damar sebagaimana
dimaksud Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Malelis
memberikan surat pemberitahuan kepada pegawai/orang 

_vang
bersangkutan dengal menyebutkan :

a. Idcntitas pclaku;

b. JurDlah kerugian yang diderita oleh Daerah yartg harus diganti;
c. SebaFscbab serta alasan pcnuntutan dilakukan;
d. Tenggang waktu yang dibcrikan untuk mengajuka! pembelaan diri

sclama 14 (eEpat bclas) hari, terhitung sejak
pcmberitahuan olch Pegawai/Orang bersa_ngkutar.

pasal 16

diterimanya

(1) TGR dilakuk& atas dasa, pada kenyataan yang sebenarnya dari hasit
pengumpulan bg.harr-bahan bukti dan penelitian Daerah Kablrpatcn
terhadap pregawai bersangkutan.

12)

(3)

Scmua Fegawai Dacrah but(an Bendaharawar atau a-l.li warrsnya,
apabila mcrigikan Daerah ivajib dikenakan TGR.
Kcrugian Dacrah scbagaimana dimakaud ayat (2), adalah diakibatkan
olch -.pcrbuatan hukum atau perbuatan -"f"f"rUokcwqiiban atau tida-k melakssnqkan kewajibaa sebagaim.r"-_""ti.ry"

3f,_]_rysrry kcpadanya, serta ada hubungannya denganpenxuaaarl fungsi ateupun dengan status jabatannya baii langsungmaupun tidak lantEung.
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(4) Berdasarkan Keputusan pembebanan
Majelis mclaksanakan pcnadhar atas
bersangkutan.

oleh Ketua Majelis,
ganti rugi kepada

maka

I ang

(5) Keputusan Pcmbcbanan Garti Rugi tersebut pelaksanaannva dapar
dilaku*an dcngan cara memotong gaji dan penghasilar larnn,va _yangbcrgangkutan, aeoberi izin untuk -arrg.rrg"t,. J"r, dilunaskan palinB

l"-F 2. (dr-l tahun, dan apabita diang;ap pertu dapat meminta
bantuan kepade yang bcrrrajib untuk dilakukan p"rr"jih"r, a"rrg.r,paksa.

(6) Pcrmohonan Barding kepsde Bupati dapat diajukan paling lambat 30(tiga putuh) hari, sctelah diterimanya 
-Keputus"n 

plrr.U.t".r"., of.nyarrg bcrBanakutan.
(7). Kef,utusal Tingkat Banding dari Bupati dapat berupa memperkuatatau membata.uGn Surat Keputusan p.-b.b.rrorr, ataLrmcna:nbah/mcngurangi bcsarnya jumlah kerugial yang haftsdibayar oleh yang bcrsangku tan.

{8). Apabila pernohonan banding scbagaimana dimal<sud pada ayat (6)ditcrima, Bupati mcnerbitlan Surat Keputusan,".,,.r,'g- e.n,n.lur"rrKembali.

Pa8al 17
Pelalsanaan TOR Ecbagai aldbat pcrbuatan mclanggar hukum ataumelalaikan keweiiban yang aiper8iahksn k.o;;;?;."/""tau ddakmenjalankan kerajiban setngaimana'-""jr,ru--''diserahkan
penyelesaiannla rnelch,i Tim Majelie iertimU*grrr. 

----', *

Paragraf 3
penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasa] l8
il) Pcgawai/Orang yang bcrtslggung jawab atas terjadinya kehrlanganBamng 

_ 
Dacrah (ucrgcralltiaar<- u"rg"J; 

.' 
l";;i' meiakukanpcnggantian dcngqn bentuk .ufg atau ;*""g ;;; dengan carapenryanuan kcrugian lang tebn ,itctapkan ";; ;;;g." t".t..,t ,._ipcraturan pcnrndang-undangan.

(2) Pengsrurtian F*gu" dcngan bentuk barang scbagaimsra dimaksudpada a),at (l) rtitatukan khueus tcrhadap '#J"Elil"'..u 
o.*0"kendaraan trcraotor roda 4 (empat) J"""..a11" ffr;i.;rr* ,_r,perolehan/pcmbeliannya antara I (satu) sampai g i r*"i"Lr'".(3) Penggantisn kcrugian dcngan bentul uang dapat dilakukan rerhadapbarang tidal( bergcral atau yang bergeral< selarn 

"""g'lr.._."U.,,n o.a"ayet (2) dengan cara tunai atau argsuran s.lam" 2 tairl-,^i.,,t(4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan digallti nrgr daiambentuk ualg maupun bara
ai."t"pr"" i",ri.ig#rll"1tr*.# ffJ:",i'I*::L:T:.i:::i,
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(1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa aili wa.is atau melarikan
diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan
TGR scbagaimana dima.ksud dalam Pasal 16 ayat (2) dcnga.
Keputuaan Bupati tentang Frencatatan TGR setelah mcnd.rpar
pe rti mbargall Majelis.

(2) Pcgawai/Orang yslrg melariksr diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli
warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yarg dihasilkan
dari perbuatan yang menyebabkar kerugian Daerah tersebut.

(3) Dengan ditcrbitkannya Surat Keputusan pencatatan, kasus
bereangkutsn dikeluarkan dari Administrasi pembukuan.

(4) Pcncatatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu
dapat ditagih apabila yang beeangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

DALI'WARSA

Bagiar Kesatu

Pasal 20

(1) TP Biasa dinyata_kan daluwarsa (lewat wal<tu) apabila baru diketahui
setelsh lewat 30 (riga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut,
dalam kaeus dimaksud tidak dilakukan upaya_upaya damai.

(2) TP KhuEuB terhadap aNi waris atau yarg berhak lainnya dinyatakan
daluwarsa (lewat waktu) apebila jargka waktu 3 (tigi tahun telai
bcra-khir ectclah :

a. mcninggalnya Bendahsrawan tanpa adarya pemberitahuan.

b. jalgka waktu untuk mengajukan keberatal berkahir, sedanekan
Surat Kcputusan pembebanal tidak pemah ditetapkan

Baglan Kedua

Tuntutan Galti Rugi Biasa

Pasal 2 i
TGR dinyatakan daluwarsa s€ilah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahunkerugian dacrah diketahui atau setetah 8 (delapar) tahun sejak a-khirtahun perbuatan beraldrir diketahui.

P€ragaf 4

Pencatatan

Pasa.l 19



BAB VI

Pasal 22

(1) Bendaharawan/ Pegawai/ Orang ataupun ahli waris/keluarga
terdekat/pcngampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan
mcnggalti kerugian daerah tidak mampu membayal galti rugi, maka
yang bersdngt<utan harue mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati untuk penghapusar atas kewajibannya.

(2) Permohonar scbagaimara dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Bupati.

(3) Penclitiu! terhadap pcrmohonanar sebagaimana dimaksud pada aval
(2) dildrukan oleh Majelis Pertimbangan.

( ) Apabila bcrdasarkan hasil penclitian sebagaimala dimaksud pada
ayat (3) temyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka
Bupati dengan Surat Keputusar dapat menghapuskan Tp/TGR baik
sebagian ataupun s€luruhnya.

(5) Penghapusal sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat dltagihkembali apabila Bendaharawan/ pegawai/ orang/Ahii w.ri"
bersangkutan terbukti mampu.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 23

Da.lam hal Bendaharawan atau pegawai/Orang bukan Bendahara\r,an
ternyata meninggal dunia tenpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih,yallg berdaearkan Keputusan 

_ 
Bupati diwajibkan mengganti kerugianDaera.h, maka ' Majclis pertimbargan memberitahukao I"ca.a tem.rti"kepada Bupati untuk memohonkan pcmbebasar 

"t"" ".U"gi; /seluruhkewqiiban bcreangkutan.

BAB VIII

PET{YETORAN

Pasal 24
(1) Penyetoran/pengcmbalian secaia tunai/sekarigus atau angsurankekurangan pcr-trndaharaa:r/kerugian o....t -.t", 

iiJt p"n1.,o_t.l,bamng jarniiun/kebendaan harus i_reralui ras ,;;;;';;* drtunjukoleh Peherintah Daeral.
{2\ Khr.rsua-pcnyetoran kerugian Daerah yarlg berasal dari Badan Usaha

Y,,iu . 9:.9 (BUMD) setelah dite rima Kas D;;;;'. 
""s.r"dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutarrl

PENGHAPUSAN



PEI,APORAN

Pasal 25
(1) Setiap triwulan Majelis Pertimbangan T\.rntutan perbendalaraan dan

Tuntutan Galti Rugi (TP-TGR) melaporkan pelaksanaan penyelesaian
kcrugia-n daerah kcpada Bupati.

(2) Berdaserkan laporan Majelis, setiap semester Bupati menyamparkan
laporan penyele8qian kerugian daerah kepada pemerintah melalui
Gubcmur.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasa.l 26

(l) Untuk mcnyele.ikqn kcrugian daeral, Bupati membentuk MaleLs
PertiEbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengar keputusan Buparl

(2) Scbclum menjalankan tugas, Majelis sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) mcngucapkan sunpah/janji di hadapan Bupati, sesuai
dcngan kctrntuan dan tata cara bcrdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Majelis bcrada di bawah dal bertanggunglawab kcpada Bupati,
bcrtugas mcmbantu Bupati dalarn penyelesaian kerugian daerah,
berdasarkan Peraturar Bupati ini dan peraturan pemndang_
undarxgen yang berlaku.

(4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada avar
(1) tidak dapat diwakilkal dalam sidang.

(5) Tuga8 Majclis pertimbar.rgan adalah :

a. MenguEpull:an, menatausahakan, menganalisis serra
mengcvaluaai kasus tuntutan perbcndaharaan dar tuntutan ganrr
rugi yang ditcrima;

b. Memproscs dan melaksanakan eksckusi tunhrtan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi;

-1G

Melalru"kan koordinasi dengarr
berkompeten/inEtansi terkait;

berbagai pihal yangc

d. Mcrumuskan fangkah{engkah stratcgis/ kebrjaka! darl memberi
saran dan pcrtimbangan kepada Bupati atas setiap kasus yang
mcnyangkut hmtutAn pcrbendaharaan dan tuntutart gantl rugrtcrnAsuk pcmbcbanan, tnnding, pcncatatan, p._b.bo."r,,
penghapuean hukuman disiplin, penyerah.r, -.idri B"d.I,
Pcradilan scrta penyclcsaian kcru8ran daerai apabila terjadi
hambatan dan pcnagihan melalui instarsi terkait ;
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e. Menyiaplqn laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian
kasus kerugian daerah atau permasalahan yang menyangkut
tuntutan pcrbendaharaal dan tuntutan ganti rugi jika diperlukan;

f. Melaporkan hasil peld<sanaan tugasnya kepada Bupati.

(6) Tata tertib pcrsidangan diatur lebih lanjur dalam peraturan Majelis
Pertimbangan TP-TGR.

. Pasal 27
(1) Untuk mcndukung tugas Majclis Pertimbangan, dibentuk Sekretariat

Majelis yang ditctapkan dengsr keputusan Bupati.
(2) Sebeht.E menjalanka! tugas Sekretariat Majelis sebagaimana

dimoksud pada ayat (U mcngucapkan sumpah/janji d,i hadapan
Bupati, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarka-n peraturan
perundangundangan yang berlaku.

(3) Sekrctariat Majclis Pertimbangar TP-TGR berada di bawai Majelis
Pertimbangan dan bertanggungiawab kepada Bupati melatui Majetis
Pertimbangan.

(4). KeanSgotaan Sekretariat Majelis Penimbangan se ba gaiman a d r ma k sud
pada ayat (1) ditentukar sesuai kebutuhan Daerah;

(5). Trrgas Sckretariat Majelis Pertimbargan adalah :

a. membantu Majclis Pertimbargan menyiapkai data yal]g diperlukar.r
dalarn proscs pcnyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rwi kcuarlgan Bcrta barang daerah ;

b. meabantu kelancaia! pclaksanaan tugas Majelis perLimbangan;

c. mcmbantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakai sidang ;

d. menyiapkan konoep Keputusan Sidang Majelis pertimbalgan serta
kepcrluan lain bagi anggota Majelis Pertimbargan.

(1) Selqrtaliat" Mejclis
Sekretariat Dacrah.

Pasa.l 28

Pertimbangsr berada pada Bagian Hukum

(2) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis pertimbangan dan Sekretariar
Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Tana Tora.ja, bjar.anla
dibcbankan pada APBD Kabupaten Tarta Toraja.

.BAB xI
KETENTUAN I.4,IN.I.AIN

Pasal 29
(1) Apabil,a Bcndaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan

berdagarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikar
Dacrah scbagaimana dalam paeal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka Bupati
menjatuhkan hukumal disiplin berupa pembebasan yang
bersarrgkutan dari jabatannya dan menunjuk pejabat sementara
untuk melakukan kcgiatannya.



(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah
Daerai dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan peradilan
dengan mengajukan gugatan perdata.

(3) Prosca yang tidak tersclesaikan melalui Badan peradilan sebagaimana
dimaksud ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, maka
penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatar atau
penghentian/ penghapusan.

(4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang
bcrsalgkutan dari tinda-k pidana, tidal< menglfugurkan hak Daerah
untuk mengadakan TP-TGR.

(5) Proscs tata cara TP-TGR biasa dan khusus menggunakan benruk
formulir yang ditetapkan lebih lanJut dengan Keputuson Buoor..

Pasal 30

ApabiLa pcnyelesaial Kerugian Daerah menga]arni ke macetan da.lam
lemulihan /pengernbaliannya (pcncatatan, penghapusan dar pembebasan)
Bupati dapat toeminta pertimbengan tcpaaa gaaan ^pemeriksaan

Keuangal melalui Kcmcntrian Dalam Negeri untuk tindak larjut
penyeleeaiannya.
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BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3 1

Pasal 32

Apabila pihak Kepolisiar atau Kejal<saan telah mcnvrta barang barangyang ada hubungannya dengan keja_hatai dan Bendahar-u,r .:",
bersangkutsn dan/ atau oleh pengadilan da.lam purusannya rernvara hasil
Sentualan barang-turang dima.ksud disetorkan t. X"" O..r.i --rt,
kepada yarg bersangkutaa dibebaskan dari TP_TGR 

".p_1".rg kerugian
Daerah telah terpenuhi.

(1)

{2)

|"Y"a" Dacrah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelumberlakunya pcraturan Bupati ini, tetap iis.tesaiiun ".J-i.*.,.r"r,y€rg ada dengan mcmperhatjkqn ketentuan peraturar Mentet-i DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan pembendaiaraar danT\rntutan Ganti Rugi Keuangal dan Barang Daerah.
Kerugian Dacrah ya.rlg ma.sil da.tam hhap indikasi atau vang masjhberupa laporan disclesaikaa berdasarkan ketentuan peratura,r' Bupatlini.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai birtaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya da.lam Bcrita Daeralr
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tairggal 1i .-:r,r.i itt-,
PA t

.$ TANA TORA^'A,

t EMUS BI NGKANAE

1

L

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 7 Jar!ui,.!* i .Cl ?

K4

DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

AIRAITTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 20 17 NOMOR


